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Hak Angket Skandal Bank Century Bukti Lemahnya Hukum di Indonesia
Penggunaan Hak Angket DPR RI mengenai Skandal Bank Century semakin mendapatkan dukungan sangat kuat dari anggota DPR. Usulan Hak Angket ini bertujuan untuk menelusuri skandal yang sangat menghebohkan, yakni penggelontoran dana talangan ( bailout ) dari Bank Indonesia ke Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun, angka yang sungguh fantastis. Hak Angket DPR RI terhadap skandal Bank Century dilaksanakan karena lemahnya kredibilitas Lembaga Penegak Hukum Indonesia, khususnya Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.
Hampir semua Fraksi yang ada di DPR ( kecuali Fraksi Partai Demokrat ) setuju untuk menggulirkan Hak Angket DPR untuk membongkar skandal Bank Century. Terbukti sekarang ini hampir semua Fraksi di DPR mempunyai sikap politik yang sama untuk menggulirkan Hak Angket dalam menelusuri dugaan skandal tersebut. 
Menurut Drs. Imam Suroso, MM, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, bahwa kasus Bank Century harus dilihat secara cermat dan kritis. Sebab kasus ini merupakan sebuah kasus besar yang kemungkinan melibatkan orang besar juga. Karena dana yang digelontorkan ke Bank Century merupakan duit rakyat, maka harus dipertanggung- jawabkan kepada rakyat juga. “ Yang awalnya disetujui DPR hanya RP 1,3 Triliun, tetapi muncul angka sebesar Rp 6,7 Triliun, ini harus transparan kemana larinya duit rakyat tersebut. Kita dari PDI Perjuangan adalah Partai Penyeimbang, jika pemerintah bagus ya kita dukung, tetapi kalau pemerintah melakukan kebijakan yang salah ya kita luruskan,” kata Imam Suroso, anggota Komisi III DPR RI ini.

Masih menurut Imam Suroso, untuk mengusut kasus Bank Century, maka siapa saja yang berkaitan dengan penggelontoran dana Rp 6,7 Triliun ke Bank Century harus dimintai keterangan dan ditelusuri secara baik, kemana larinya uang rakyat tersebut. Sebab itu adalah uang rakyat, kasihan rakyat. Pengusutan kasus Bank Century sampai tuntas ini juga untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Sehingga yang lain di kemudian hari tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu, sehingga mereka para pemangku kebijakan tidak sembrono.
Imam Suroso menambahkan, seharusnya pemerintah mengindahkan dan mendengarkan DPR dan ini hukumnya wajib, karena DPR adalah sebagai representasi lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Jadi seharusnya yang benar adalah penggelontoran dana talangan ( bailout ) yang digulirkan untuk Bank Century sebesar Rp 1,3 Triliun sesuai dengan keputusan DPR RI. 
Lebih lanjut Imam Suroso memaparkan bahwa harus ada langkah- langkah dari aparat penegak hukum secara tepat, cepat dan komprehensif, agar kasus skandal Bank Century dapat dibongkar sampai akar- akarnya. Pengusutan kasus Century oleh penegak hukum harus transparan dan menjunjung tinggi azas keadilan. 
Kemudian Imam Suroso mengugkapkan bahwa pengusutan kasus Bank Century oleh aparat penegak hukum harus berjalan secara sinergis antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. KPK sebagai aparat penegak hukum spesialis korupsi, harus terdepan dalam mengusut kasus tersebut. Kemudian Polri dan Kejaksaan Agung juga harus proaktif mengusutnya. Dengan sinergitas tiga Lembaga Penegak Hukum tersebut, maka diharapkan supremasi hukum di Indonesia akan kembali jaya dan hukum sebagai panglima akan berkibar.
“ Sekarang ini saya sangat prihatin dengan kondisi tiga Lembaga Penegak Hukum kita yakni KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Ketiga Lembaga Penegak Hukum ini sudah dibentur- benturkan oleh berbagai pihak. Jika nantinya ketiga Lembaga Penegak hukum tersebut sudah tumpul, maka itu merupakan kemenangan dan kemerdekaan bagi para koruptor! Mereka ( para koruptor ) akan selalu berupaya untuk mengadu domba dan membenturkan ketiga Lembaga Penegak Hukum tersebut. Saya melihat bahwa ini ada kaitannya dengan para koruptor.Ini dibiayai oleh para koruptor untuk menghancurkan Lembaga Penegak Hukum kita, sudah kearah sana, saya yakin itu! Saya memprediksi kriminalisasi terhadap KPK, Polri dan Kejaksaan Agung itu dibiayai oleh para Koruptor!” tegas Imam Suroso, anggota Komisi III DPR RI ini dengan serius. ( Aziz )
